KEPUTUSAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 24 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TI NGE KEPULAUAN RI AU

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang :

a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang- Undang Nonor 25
Tahun 2002 tentang Penbentukan Provinsi Kepulauan Riau dan
dal am rangka nenunj ang kel ancaran tugas dan fungsi Kejaksaan

Republ ik I ndonesi a, perlu menbentuk Kejaksaan  Tinggi
Kepul auan Ri au;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang

Nonor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik |ndonesia,
Kej aksaan Ti nggi di bentuk dengan Keputusan Presi den atas usul
Jaksa Agung;

C. bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di naksud pada
huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang
Penbent ukan Kej aksaan Ti nggi Kepul auan Ri au;

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonmor 25 Tahun 2002 tentang Penbentukan
Provinsi Kepualuan Riau (Lenbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nonor 111, Tanbahan Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Nonor 4237);

3. Undang- Undang Nonor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republ ik
| ndonesia (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nonor 67, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia Nonor
4401) ;

4. Keputusan Presiden Nonmor 86 Tahun 1999 tentang Susunan
Organi sasi dan Tata Kerja Kej aksaan Republik I ndonesi a;

VEMUTUSKAN:
Menet apkan:
KEPUTUSAN PRESI DEN TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TI NGG KEPULAUAN
Rl AU.
Pasal 1

Menbent uk Kej aksaan Ti nggi Kepul auan R au ber kedudukan di Tanj ung
Pi nang.

Pasal 2

Daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau neliputi wlayah
Provi nsi Kepul auan R au.



Pasal 3

Dengan terbentuknya Kejaksaan Tinggi Kepul auan Ri au maka Provinsi
Kepul auan Riau dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Tinggi
Ri au.

Pasal 4

Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk |ingkup
kewenangan Kejaksaan Tinggi Kepulauan R au pada saat ditetapkan
Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Tinggi Riau
tetapi belum dilinpahkan ke Pengadil an, dialihkan dan di sel esai kan
ol eh Kej aksaan Ti nggi Kepul auan R au.

Pasal 5
Penbi ayaan yang diperlukan dal am rangka penbentukan, penbi naan,
dan pel aksanaan tugas, wewenang serta fungsi Kejaksaan Tinggi
Kepul auan Riau di bebankan pada anggaran Kejaksaan Republik
| ndonesi a.
Pasal 6
Penet apan tipe, tugas, wewenang, fungsi, susunan organisasi, dan
tata kerja Kejaksaan Tinggi Kepulauan Ri au ditetapkan ol eh Jaksa
Agung setelah nendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang
bert anggungj awab di bi dang pendayagunaan aparat ur negar a.
Pasal 7
Keput usan Presiden ini nulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Nopenber 2007
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.

DR H. SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO



